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PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO *

NOMOR 16 TAHUN 2008

- TENTANG
1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO, | N\

. bahwa dalam rangka menata bangunan dan lingkungan agar sesuai dengan

ketentuan teknis ruang kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten agar tercipta keamanan, kenyamanan dan keindahan bangunan
serta lingkungan, perlu pengaturan, pengawasan dan pengendalian dalam
mendirikan bangunan di Wilayah Kabupaten Sidoarjo ;

. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan
Gedung, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2001
tentang Retribusi ljin Mendirikan Bangunan, sudah tidak sesuai dengan

perkembangan, schingga dipandang perlu diadakan penyesuaian dan
peninjauan kembali ; -

. bahwa berdasarkan pertimbangan secbagaimana dimaksud pada huruf a dan

b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Izin
Mendirikan Bangunan ; .

“

. Undaro-TJ=das, Moaws 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
) (Lembaran' Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembara
Negara Republik Indonesia Nomor 3317);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 1992 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran |

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3488);
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”

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reiribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana
telah dubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomoi 4048);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

~Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ( Lembaran
Negara Repnhlik Tndnanesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3881); ¢+

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang -Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dergan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844) ;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 132);

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaxan
Negara Republik Indonesia Nomor 3445); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Teleckomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593) ; \

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran .

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4624); :



22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah - Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Teben 2007 1vomgr 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

23. Peratuan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

24. Peratuan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

25. Peraturan Menteri Calam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin’

- Mendirikan Bangunan dan Ijin Gangguan Bagi Perusahaan Industri;

26. Peraturan Menteri Pekerjaan Unwum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis
Sempadan Sungai, Daerah Manfa..t Sungai, Daerah Peng‘%saan Sungai dan
Bekas Sungai;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil;

28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan Disekitar Bandar Udara Juanda

Surabaya;
29. Peraturan Menteri Pckerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung ; ‘

& 30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang
: Pedoman teknis sertifikat laik fungsi bangunan gedung ; _
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang

Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung ;

32. Peraturan Menteri - Pekerjaan  Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Tcknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

33. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor
02/PER/M.Kominfo/2008  tentang Pedoman  Penggunaan Menara
Telckomunikasi;

34, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2003 tentang Irigasi
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 2 Seri E).

35. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Pengendalian Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.
Tahun 2005 Nomor 1 Seri C);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2003 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Irigasi

.. (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 Nomor 3 Seri C).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
“dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN '
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Ll KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.

_ Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Bupati adalah Bupati Sidoarjo.

. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja yang menangani ijin mendirikan bangunan,
. Instansi teknis pembina penyelenggaraan gedung Diuas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan

Permukiman Kabupaten Sidoarjo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adadalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sidoatjo.

Retribusi Daerah yang sclanjumya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau d1ber1 oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan balk yang melakukan -
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik nega:a atau. daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma kong51, koperasi, dana pensmn persekutuan perkumpuldn, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi. yang sejenis, lembaga, bentuk usaha
tetap dan bentuk badan lainnya.

Retribusi Perijinan Tertentu adalah ietribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan,

pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pemegang Ijin adalah pribadi atau badan yang telah diijinkan untuk melaksanakan pembang,unan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

liin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan IMB adalah perijinan yang
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada pemilik bangunan untuk membangun baru,

merubah, memperluas, mengurangi dan /atau merawat bangunan sesuai dcn;:,dn persyaratan
administratif dan teknis yang berlaku.

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/atau air yang
beriungsi scbagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal,

kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

Dinding Pembatas adalah dinding yang menjadi pembatas antar bangunan. a

Dinding luar adalah suatu dinding bangunan terluar yang bukan merupakan dinding pembatas.

Pagar adalah suatu bangunan pemisah yang dikonstruksikan untuk membatasi persil.

Teras adalah bagian lantai bangunan, bersifat tambahan yang tidak dlbata31 oleh dinding-dinding

. sebagaimana ruang tertutup.

Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan
telekomnikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan
telekomunikasi, meliputi kerangka menara, shelter dan bangunan penunjang lainnya.

Bentuk Menara Telekomunikasi adalah wujud fisik banguran menara telekomunikasi.

Desain Menara Telekomunikasi adalah rancangan dari wujud menara telekomunikasi yang
dirancang dengan memperhitungkan fungsi dan beban menara.

Cell Planing adalah Dokumen teknis yang mengatur sebaran titik lokasi Menara Telekomunikasi
yang ada diwilayah Kabupaten Sidoarjo.

Tinggi Bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar/horizontal permukaan atap dengan
muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.

Penycbutan jumlah lantai bangunan adalah menunjukkan jumlah lantai bangunan .

Indeks terintegrasi atau terpadu adalah bilangan hasil kolerasi matematis dari indeks parameter-
parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan gedung, sebagai faktor pengali terhadap
harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi. "
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Pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung. yang disusun secara
tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik
dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung ;

Garis Sempadan Teritis yang selanjutnya disingkat GST, adalah jarak bebas minimum dari

bidang-bidang terluar suatu masa bangunan, Yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan atau
seienisnya dan ditetapkan oleh yang berwenang, terhadap.

a. Daerah Milik Jalan (DAMIJA);

b. Batas lahan yang dikuasai;

c. Batas tepi sungai/dan saluran irigasi;

d. Antar massa bangumn lainnya;

e. Rencana saluran, jaringan listrik tegangan tinggi, jaringan pipa gas dan sebagainya;

Garis Sempadan Pagar (GSP), adalah garis bagian luar dari pagar persil atau pagar pekarangan
yang tidak boleh dilampaui oleh pagar atau tangga dan ditetapkan oleh yang berwenang.

Garis Sempadan Tertutup adalah garis yang ada pendirian bangunan kearah jalan yang berbatasan
di atas permukaan tanah tidak boleh dilampaui kecuali mengenai pagar-pagar pekarangan (GSP
dan GST sama dengan nol/berimpit).

Mendirikan Bangunan adalah suatu perbuatan untuk mendirikan, memperba1k1 memperluas,
merubah atau merobohkan sesuatu bangunan.

Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang sudah ada,
termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian
bangunan tersebut.

Merobohkan bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan
ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi.

. Retribusi IMB adalah pungutan Pemermtah daerah sebagai pembayaran atas dikeluarkannya Ijin

Mendirikan Bangunan.

Retribusi pengendalian pcnyclenggaraan bangunan adalah dana yang dipungut oleh pemerintah,
atas pelayanan yang diberikan dalam rangka pembinaan melalui penerbitan Ijin mendirikan
Bangunan untuk biaya pengendalian penyelenggaraan bangunan yang meliputi pengecekan,
pengurukan lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan proses penerbitan Ijin Mendirikan
Bangunan. '

Retribusi administrasi ijin mendirikan bangunan adalah dana yang dipungut oleh pemerintah atas
pelayanan yang diberikan untuk biaya proses administrasi yang meliputi pemecahan dokumen ijin
mendirikan bangunan, pembuatan duplikat/copy, pemutakhiran data atas permohonan pemilik
bangunan, dan/atau perubahan non teknis lainnya.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan
oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke
Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati.

. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selamumya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan

tagihan retribusi.

Prasarana utilitas adalah prasarana penunjang bangunan gedung .

Daerah Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan,
yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Daerah Sempudan Irigasi adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran irrigéis utama yang
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi jeringan irigasi.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah dan atau perairan dan ruang
udara disekitar Bandara Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam
rangka menjamin keselamatan.



BABII
KETENTUAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Lokasi dan Iniensitas Bangunan

Pasal 2

(1) Setiap pendirian bangunan harus sesuai dengan peruntukan lokasi dan intensitas bangunan yang
diatur dalam ketentuan tata ruang dan tata bangunan yang berlaku.
(2) Ketentuan tentang peruntukan lokasi meliputi :
a. Rencana struktur ruang wilayah ;
b. Rencana pola ruang wilayah.
3) 'Ketentuan tentang intensitas bangunan meliputi :
a. kepadatan bangunan ;
b. ketinggian bangunan ;
c. garis sempadan bangunan.
(4) Ketentuan peruntukan lokasi dan intensitas bangunan sebagaimana dimaksud. pada ayat (1)
ditetapkan dalam bentuk Rencana Tapak (Site Plan ).

- »

Bagian Kedua
Bentuk Bangunan

Pasal 3

(1) Bertuk bangunan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :
a. Bangunan gedung ; :
b. Bangunan non gedung. '
(2) Bangunan gcdung antara lain bangunan rumah tinggal, bangunan kantor, ruko, fukan, mdusm dan
bangunan scjenis lainnya.

(3) Bangunan non gedung antara lain menara telekomumkasx menara listrik dan bangunan utilitas
lainnya, bangunan reklame, shelter dan-bangunan sejenis lainnya.

Baglan Ketiga
Fung51 dan Klasifikasi Bangunan Gedung dan Non Gedung

Pasal 4

langunan gedung scbagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a adalah bangunan yang
criungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.

Pasal 5

) Fungsi bangunan gédung harus memenuhi ketentuan peruntukan yang ditetapkan :

a. dalam RTRW meliputi kawasan pemukiman, perkantoran, pedesaan, pesisir, strategis, industri,
pertanian, perikanan, perdagangan dan j Jasa pertahanan dan keamaman, fasum dan fasos dan
wisata ;

b. dalam RDTRK, meliputi perkantoran, perdagangan dan jasa, penbadatan pendidikan,
- kesehatan, olahraga, industri, pcrumahan dan pertanian.

Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi :

a. Hunian : ' :
meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun dan rumah tinggal
scinentara;

b. Keagamaan :

meliputi masjid, gereja, pura, wihara dan kelenteng;



c. Usaha: .
meliputi perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal
dan penyimpanan ;

d. Sosial dan Budaya :

meliputi pendidikan, kebuda) aan, pclayanan kesehatan laboratorium dan pelayanan umum ;
e. Khusus.

(3) Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.
Pasal 6

F ungsn bangunan gedung sebagalmana dimaksud pasal 5 dnklasnﬁkasnkan berdasarkan tingkat :
a. kompleksitas :

meliputi banz,unan sederhana, bangunan tidak eederhana bangunan khusus ;
b. permanensi:

meliputi bangunan permanen, bangunan semi permanen, bangunan darurat atau sememara
¢. resiko kebakaran :

meliputi resiko tinggi, resiko sedang, resiko rendah ;

d. zonasi gempa/zonasi geologi lingkungan : .-

meliputi zona leluasa, kurang leluasa, tidak leluasa, tidak layak ;
e. lokasi:
. meliputi lokasi padat, lokasi sedang, lok'tsi renggang ; \
f. ketinggian : 2
2 meliputi bertingkat tinggi, bertingkat s«.,dang, bertingkat rendah ; '
g. kepemilikan :

- meliputi milik negara , milik badan usaha, milik perorangan.
Pasal 7

Bangunan non gedung sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b adalah bangunan yang
berfungsi sebagai penunjang kegiatan manusia.

Pasal 8

Fungsi bangunan non gedung- sebagalmana dimaksud dalam Pasal 7 diklasifikasikan berdasarkan
tingkat ;
a. kompleksitas :
meliputi bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus
b. permanensi :
meliputi bangunan permanen, bangunan semi permanen, bangunan darurat atau sementara.;
c. resiko kebakaran :
-~ meliputi resiko tinggi, resiko sedang, resiko rendah ;
d. zonasi gempa/ zonasi geologi lingkungan :
meliputi zona leluasa, kumng Icluasa, tidak leluasa, tidak layak ;
e. lokasi:
meliputi lokasi padat, lokasi sedang, lokasi renggang ;
f. ketinggian :
meliputi bangunan tinggi, bangunan scdam,, pangunan rendah ;
g. kepemilikan :
meliputi milik negara, milik badan nsaha. milik perorangan.

Pasal 9

Zonasi gempa/ zonasi geologi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan Pasal 8

huruf d tertuang dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tak terplsahkan dari Peraturan
Daerah ini.



Bagian keempat S
Konstruksi/Struktur Bangunan

Pasal 10

(1) Setiap pendirian bangunan wajib mempertimbangkan aspek kontruksi bangunan yang meliputi
pondasi, kolom, lantai, balok, atap dan prasarana utilitas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Ketentuan kontruksi dengan mempertimbangkan kemampuan memikul beban yang mungkin
bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara
yang timbul akibat gempa dan angin dilakukan perhitungan konstruksi oleh pihak-pihak yang
berkompeten dalam bidang konstruksi berdasarkan konstruk31 bangunan dan struktur tanah
setempat.

(3) Ketentuan lebih lanJut mengenai konstruksi bangunan mengikuti pedoman dan standar teknis yang
berlaku. »

ZE TN
Bagian Kelima
Sempadan
“ - ~
Pasal 11

(1) Setiap pendirian bangunan harus mempertimbangkan intensitas bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) yang diwujudkan dalam bentuk garis sempadan bangunan.

(2) Garis sempadan bangunan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan terhadap fungsi
jalan raya, jalan rel dan/atau sungai, saluran irigasi.

(3) Ketentuan sempadan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam lampiran Peraturan
Daerah ini.

, : Bagian Keenam
UatHh g Menara Telekomunikasi

R - ~ Pasal 12

(1) Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi yang merupakan bagian dari bangunan non gedung
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) harus memperhatikan bentuk dan desain menara
telekomunikasi.

(2) Bentuk Menara Telekomunikasi diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu :

a. - Menara Tunggal (Monopole)
b. Menara Rangka ‘

(3) Desain Menara Telekomunikasi‘diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu :
a. Menara Kamuflase
b. Menara Non Kamuflase

(4) Bentuk dan desain Menara Telekomumkas1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)
didasarkan pada masterplan merzre TClluiinikasi.

(5) Pendirian Bangunan Tclckomunikasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak
swasta.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan deszin Menara Telekomumkam diatur dalam Peraturan
Bupati.

Pasal 13

(1) Persebaran Menara Telckomunikasi dibagi da'am wilayah dengan memperhatikan potensi ruang
kota yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan
kaidah penataan ruang, tata bangunan, esictika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan
telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan.area menara telekomunikasi.



(2) Wilayah persebaran menara telckomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi
5 (lima) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) yaitu :

SSWP1;

SSWP II;

SSWPIII ;

SSWP 1V ;
e. SSWPV.

(3) Pembagian Sub Satuan Wilayah Pengembanz,an (SSWP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan mempertimbangkan pembagian sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

(4) Pembagian Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tertuang dalam peta yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

e o

Pasal 14

(1) Pendirian bangunan Menara Telekomunikasi harus diuji ulang kekuatan strukturnya minimal
setiap 3 (tiga) tahun sejak Menara Telekomunikasi berdiri. %

(2) Pemanfaatan bangunan Menara Telekomunikasi minimal 3 (tiga) provider. ‘

(3) Pembangunan Menara Telekomunikasi harus berjarak minimal 2/3 (dua per tiga) dari ketinggian
Menara Te'ckomunikasi dan atau jarak aman yang diperhitungkan apabila terjadi.roboh/runtuh
dari pemukiman terdekat.

(4) Pemilik bangunan Menara Telekomunikasi harus mengasuransikan bangunannya dan masyarakat
terhadap segala resiko akibat terjadinya kecelakaan bangunan Menara Telekomunikasi.

BAB III
KETENTUAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 15

(1) Setiap pelaksanaan pendirian bangunan baru, merubah, memperluas, mengurangi dan/atau
merawat bangunan scsuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang. berlaku harus
mendapat ijin terlebih dahulu dari Bupati.

(2) Ketentuan dan tata cara ijin dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Tjin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tersebut tidak mengalami pcrubahan fisik dan
atau fungsi bangunan .

Pasal 16

Dalam menerbitkan izin mendirikan bangunan yang - memanfaatkan Daerah Milik Jalan
Nasional/Propinsi harus mendapatkan rekomendesi Gubernur Jawa Timur.

: BAB IV
RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 17

(1) Atas pemberian ijin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Ijin
Mendirikan Bangunan.

(2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemberian jin Mendirikan
Bangunan.

(3) Subyek retribusi sebagaimana dmaksud pada ayat (1) acalah orang atau badan yang memperolch
ljin Mendirikan Bangunan.
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Bagian Kedua o
Golongan Retribusi A

Pasal 18
Retribusi [jin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Rerribusi Perijinan Terientu

. Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

(1) Tingkat peuggunaan jasa Retribusi [jin Mendirikan Bangunan, diukur berdasarkan rumus yang
didasarkan luas lantai bangunan, ketinggian bangunan, fungsi jalan, klasifikasi fungsi bangunan.

(2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi ljin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan berdasarkan indeks dan skala indeks yang tertuang dalam lampiran peraturan
daerah ini. , \

Bagian Keerhpat
Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif retribusi

Pasal 20

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup
sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Struktur tarif retribusi yang diperlukan dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
meliputi : .

a. Retribusi pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung ;

b. Retribusi administrasi IMB ;

c. Retribusi Penyediaan Formulir Permohonan IMB.

Pasal 22

(1) Besarnya tarif retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) didasafkan pada perhitungan dengan
rumus :

a. Retribusi pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelcnggaraan bangunan gedung
R=LxItxIxHB

Dimana :
R : Retribusi IMB
"L : Luas Lantai Bangunan (m?) ’
It : Indeks Terintegrasi
I :  Indeks Kegiatan Bangunan
1,00 = untuk bangunan baru
0,65 = .untuk bang. Renov. dg tingkat kerusakan berat

0,45 = untuk bang. Renov. dg tingkat kerusakan sedang
HB: Harga bangunan sesuai dengan fungsi Jalan

b. Retribusi pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Bangunan Non Gedung
R=VxIpxIxHB

Dimana :
R : Retribusi IMB

IV 2R ¥ X OO » PR PR TR PR B A
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I : Indeks Kegiatan Bangunan
1,00 = untuk bangunan baru :
0,65 = untuk bang. Renov. dg tingkat kerusakan berat
0,45 = untuk bang. Renov. dg tingkat kerusakan sedang

HB : Harga Bangunan sesuai dengan fungsi Jalan

¢. Retribus: Balik Nama IMB
Retribusi balik nama = 10% x R

Dimana :
R : Retribusi IMB sesuai gambar IMB balik nama.

(2) Daftar Indeks dan Daftar Harga Bangunan sesuai dengan fungsi jalan sepertx yang dimaksud pada
ayat (1) tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini. :

Bagian Keenam .
Wilayah Pemungutan ' i \

Pasal 23 °

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut di Wilayah Kabupaten Sidoarjo
Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan

~ Pasal 24 \

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retrlbu51 Daerah (SKRD) atau
dokumen lain yang disamakan.

(2) Hasil pemungutan Retribusi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas
Daerah dan atau melalui BKP pada Satuan Perangkat Kerja Daerah yang mengeluarkan Ijin
Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administrasi

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, ‘dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga scbesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang
atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah;

Pasal 26

(1) Pemilik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi
administrasi berupa : \
a. peringatan tertulis ;
b. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan dan pemanfaatan fungsi
bangunan ;
¢. pembekuan ijin mendirikan bangunan ;
d. pencabutan ijin mendirikan bangunan ;
+ e. perintah pembongkaran bangunan.
(2) Prosedur / tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 27

(1) Retribusi Ijin Mendirikan bangunan (IMB) yang disampaikan kepada wajib retribusi didasarkan
pada SKRD, SKRDKB, SKRDKBT STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan. o

(2) Ketetapan Retribusi yang dlsampalkan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dibayarkan atau ditagihkan atau diberitahukan dalam waktu yang ditentukan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah. :

(3) Wajib retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bila tidak mengajukan keberatan terhadap
ketetapan retribusi dapat melakukan pembayaran retribusi di tempat yang ditentukan pada Kas
Umum Daerah. '

(4) Wajib retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat ditagih dengan surat paksa bila wajib
retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (I'MB) tidak mengindahkan surat-surat penagih\an ijin tersebut.

s Bagian Kesepulyh
Bc:lakin, w Retribusi Terutang

Pasal 28

Retribusi terutan;, saat dilakukan atau dilaksanakan pelayanan atau pada saat diterbitkan SKRD dan
~ atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesebelas
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 29

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wa_]lb retribusi dapat memberikan pengurangan, kermganan dan
pembebasan retribusi.

( 2) Pengurangan, keringanan dan pembcbasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. ‘

(3) Wajib Retribusi yang dapat diberikan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah Rumah Sakit dan bangunan yang bersifat sosial, rumah dengan luasan bangunan dibawah
60 meter. :

(4) Wajib Retribusi yang dapat diberikan pembebasan Retribusi yang dimaksud pada ayat (2) adalah
Panti Jompo, Panti Asuhan, Masjid/tempat Ibadah dan sekolah yang bersifat sosial.

Bagian Keduabelas
Kadaluwarsa

Pasal 30

(1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak
- saat terhutangnya retribusi.
(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran ; atau

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

Bagian Ketigabelas
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa

Pasal 31

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkm ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kadaluwarsa dapat dihapus.

2) Bupau mcnctapkan kcputusan penghapusan piutang - retribusi yang sudah kadaluwarsa

9 P E B Y
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BAB YV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN

Pasal 32

(1) Dalam upaya penertiban pendirian bangunan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian
. bangunan.

(2) Pengawasan dan pengendalian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
pendirian bangunan yang belum dilengkapi ijin dan/atau pendirian bangunan yang tidak sesuai
dengan ijin yang telah diterbitkan.

(3) Apabila suatu bangunan tidak dilengkapi {jin Mendirikan Bangunan (IMB) pihak pemilik
bangunan harus tetap mengajukan ijin dan dikenakan sanksi retribusi sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(4) Pengajuan ijin sebagaimana dime' -~ -ode ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan
setelah permgatan

(5) Apabila pengajuan ijin sebagalmana dimaksud pada ayat (4) tidak dllaksanakan terhadap
bangunan dilakukan pcnyege]an dan selanjutrya dilakukan pembongkaran.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian dlatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33 * %~

(1) Bangunan yang tidak sesuai dengan IMB, maka IMB dinyatakan txdak berlaku dan pemilik
bangunan harus mengajukan IME baru.

(2) Fisik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melanggar ketentuan garis sempadan
harus segera dibongkar.

Pasal 34

(1) Penyelesaian sengketa ijin mendirikan bangunan pada tahap awal diupayakan berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat.

(2) Jika penyelesaian sengketa sebagimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, maka
para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengkcta melalui proses litigasi maupun non
litigasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 35

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : '
a. Mencrima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana dlbldang Retribusi Dacrah;
" b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

¢. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran

~ perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana dibidang Retribusi Daerah;

¢. Melakukan penggledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pcncatalan dan dokumen-

dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; .
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti/ melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada hurufe;

. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
Menghentikan penyidikan; \

\
" Melakukan tindakan lain vano nerlin 1intnl belancaran mamamcnaa.. 22 4.1 ¢ -

Q- =
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dlmulal‘nya penyidikan dan

penyampaian hasil penyidikannya kepada Penunwut Umum, sesuai dengan ketentuan yang dlatur :
dalam Hukum Acara Pidana.

BAB VII .
KETENTUAN PIDANA '

Pasal 36

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-
lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Kegiatan pelaksanaan pendirian bangunan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sarana
prasarana lainnya serta mengakibatkan bahaya pada seseorang diancam sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kejahatan.

BAB VIII N\
KETENTUAN PERALIHAN ,\

Pasal 37 ~

(n Tefhadap bangunan yang tidak memiliki IMB sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, harus
segera mengurus sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
(2) Pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan
Bupati. ' ,
BAB IX
PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Paraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25
Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

"Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctinp orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 September 2008

- BUPATI SIDOARJO

ttd
H. WIN HENDRARSO
Ml 4 Scptcmbc.r 2008 | A

O i rllama Muda
.510090 186



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
16 TAHUN 2008
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2008

NOMOR

DAFTAR HARGA BANGUNAN SESUAI FUNGSI JALAN

. o . RETRIBUSI
NO JENIS BANGUNAN KELAS | HARGA BANGUNAN /SAT (Rp) | SATUAN
g JALAN Primer Sekunder
s f e ) i 53-.:::'::13;:’:::: i AR
L | - HUNIAN
I a..Rumah tinggal pcrmancn Lokal/Setapak 7.000.00 3,500.00 M2
Tidak tingkat; Kolektor ' 10,500.00 7,000.00 M2
Arteri 14.000.00 10,500.00 M2
b. Tambahan bangunan bertingkat Lokal/Setapak 7.000.00 3.50\0.00 M2
tiap | ( satu ) lantai: Kolektor . 10.500.00 7,000.00 M2
Arteri ) 14.000.00 10,500.00 M2
2 a. Asrama/ Kost Lokal/Setapak 7.000.00 3,500.00 M2 -
Tidak tingkat; Kolektor 10,500.00 7,000.00 M2
Arteri 14.000.00 10.500.00 M2
b. Tambahan bangunan bertingkat Lokal/Setapak 7.000.00 3.500.00 M2
tiap | ( satu ) lantai: Kolektor 10.500.00 7,000.00 M2
Arteri 14.000.00 10,500.00 M2
3 a. Flat/ Kondominium Lokal/Setapak - _ -
Kolektor 19.500.00 13.000.00 M2
y Arteri 26.000.00 19.500.00 M2
i USAHA
I a. Kantor / Rukan tidak bertingkat: lLokal 1'11.000.00 5.500.00 M2
: Kolektor 16.500.00 11.000.00 M2
Arteri 22.000.00 16.500.00 M2
b. Tambahan bangunan bertingkat Lokal 11.000.00 5.500.00 M2
tiap 1 ( satu) lantai; Kolektor 16.500.00 11.000.00 M2
Arteri 22.000.00 16.500.00° M2
2 a. Toko/Ruko, Show Room. dan 1.0kal 11.000.00 5,500.00 M2
scjenisnya tidak bertingkat Kolektor 16.500.00 [11.000.00 M2
Arteri 22.000.00 16.500.00 M2
b, Tambahan bangunan bertingkat L.okal 11.000.00 o 5.500.00 M2
tiap 1 ( satu ) lantai; Kolektor 16.500.00 " 11.000.00 M2
Arteri 22.000.00 16.500.00 M2
3 a. Restoran, Kafe. Rumah Makan dan 1.okal 11.000.00 5.500.00 M2
scienisnya tidak bertingkat Kolcktor 16.500.00 11.000.00 M2
Arteri 22.000.00 16.500.00 M2
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a.

a. -

Tambahan bangunan bertingkat
tiap 1 ( satu’) lantai;

Hotel, Losmen. Penginapan, dan
sejenisnya tidak bertingkat

‘Tambahan bangunan bertingkat
tiap 1 ( satu ) lantai;

. Service. Bengkel tidak bertingkat

Tambahan bangunan bertingkat
tiap | ( satu ) lantai;

Industri / Los Kerja. Gudang dan
sejenisnya tidak bertingkat

Tambahan bangunan bertingkat

tiap | ( satu’) lantais

sePpu

Bang. Fasilitas Perusahaan
Pemerintah/Negara ( BUMN /
BUMD :

[ambahan bangtumnan bertingkat
tiap | ( satu) tantai;

‘SOSIAL, BUDAYA, KEAGAMAAN

I Milik Pemerintah

a.

Bang. fasilitas kantor pendidikan
peribadatan, kesenian, kebudayaan

keschatan, parivisata. perdagangan.

pasar. pertahanan dan keamanan.

serta fasilitas sosial sejenisnya

Aidak bertinghat:

. ‘Tambahan bangunan bertingkat

tiap 1 ( satu ) lantai;

Lokai
Kolektor
Arteri

Loka:
Kolektor
Arteri.

Lokal
Kolektor
Arteri

Lokal
Kolektor
Arteri

Lokal
Kolektor
Arteri

L.okal
Kolektor
Arteri’

1.okal
Kolektor
Arteri

1.okal
Kolektor
Arteri

l.okal
Kolektor
Arteri

l.okal
Kolektor
Arteri

Lokal
Kolektor
Arteri

Lokal
Kolektor
Arteri

11,000.00 |

16,500.00
22.000.00

I;‘_l .000.00
16.500:00
22.000.00

11.000.00
16.500.00
22,000.00

-12,000.00

18.000.00
24.000.00

12.000.00
18.000.00
24,000.00

12.000.00
18.000.00
24.000.00

12.000.00
18,000.00

- 24,000.00

12.000.00
18.000.00
24.000.00

7.000.00
10,500.00

<14.000.00

7.000.00
10.500.00
14.000.00

oA

-5,500.00
11,000.00
16,500.00

5.500.00
11.000.00
16,500.00

5.500.00
11,000.00
16.500.00

6,000.00
12,000.00
18.000.00
\
6.000.00
12,000.00
18,000.00

6.000.00
12,000.00
18.000.00

6.000.00
12.000.00
18,000.00

6.000.00
12.000.00
18.000.00

3,500.00
7.000.00
10,500.00

3.500.00
7.000.00
10.500.00

M2
M2
M2

M2
M2
M2

M2
M2

M2

M2
M2
M2

M2
M2
M2

M2
M2

M2

M2
M2
M2

M2
M2
M2

M2
M2
M2

M2
M2
M2
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2 Milik Swasta

a.l Sckolah tidak bertingkat Lokal 8.000.00 4,000.00 M2
' Kolektor 12,000.00 8,000.00 M2
Arteri - 16.000.00 12,000.00 M2

b.2 Tambahan bangunan bertingkat L.okal 8.000.00 4.000.00 M2

tiap 1 ( satu ) lantai; ' Kolektor 12.000.00 8.000.00 M2
Arteri | - 16,000.00 12,000.00 M2

a.1 Rumah Sakit tidak bertihgkat L.okal - 8.000.00 4,000.00 M2
Kolcktor 12.000.00 | 8.000.00 M2

Arteri 16.000.00 12,000.00 M2

b.2. Tambahan bangunan bertingkat l.okal ’ 8.000.00 | - 4,000.00 M2
tiap | ( satu ) lantai; ' i Kolcktor 12:000.00 8,000.00 M2

Arteri -16.000.00 12,000.00 M2
. . v ‘\\

a.l Bang. fasilitas kesenian, kebudayaan - |Lokal 8.000.00 4.000.00 M2
perdagangan. pasar dan fasilitas Kolektor  * [ 12.000.00 8.000.00 M2
sejenisnya tidak bertingkat: Arteri 16.000.00 12.000.00 M2

h.2 Tambahan bangunan bertingkat Lokal ~ 8.000.00 4.000.00 M2

~tiap | ( satu ) lantai; Kolcktor -~ | - 12,000.00 8.000.00 M2

Arteri 16.000.00 1200000 [ M2

IV NON HUNIAN

a. Tower/ Menara Lokal 50.000.00 25.000.00 M

Kolcktor 75.000.00 |- 50.000.00 M

_|Arteri , 100.000.00 75.000.00 M

- \ '

b. Kolam Renang - Lokal 11.000.00 5.500.00 M2

’ Kolektor 16.500.00 | . 11.000.00 M2

Arteri 22.000.00 | -~ 16.500.00 M2

¢. Papan Merk / Reklame Lokal 20.000.00 10.000.00 M2

: Kolektor 30.000.00 20,000.00 M2

Arteri 40,000.00 30.000.00 M2

d. Tangki/ Silo dan sejenismya Lokal 6.000.00 3.000.00 M3
Kolcktor 9.000.00 6.000.00 M3

Arteri 12,000.00 9.000.00 M3

¢. Pemasangan Pipa Lokal 6.000.00 | -~ 3.000.00 M

Kolektor , 9.000.00 6.000.00 M

Arteri 12.000.00 9.000.00| M

\Y PEKERJAAN LAIN - LAIN : ‘ .
a. Mengerjakan pemancangan Lokal , 27.000.00 13.500.00 Buah

Kolektor 40.500.00 27.000.00 Buah
Arteri 54.000.00 40,500.00 Buah




d.

Pondasi strouss/pondasi bor
dengan kedalaman 3 meter

%

Mengerjakan cerobong menara
: . 1
Mengerjakan pagar tembok pasang

Mengerjakan talut/plengsengan
(Saluran air terbuka )

»

. Mengerjakan sumur-sumur peresap/

septictank

. Mengerjakan tangki (air. bensin, dan
. scienisnya). menira air

. Mengerjakan penggantian kayu

Mengerjakan penggantian baja

Nengerjakan
1. Pagar Kayu

2. Pagar Besi

o

. Pagar Kawat

S

. Jembatan Beton

5. Jembatan Kayu

Lokal

Kolektor.

Arteri

Lokal
Kolektor
Arteri

Lokal
Kolektor
Arteri

Lokal
Kolektor
Arteri

Lokal
Kolektor
Arteri

Lokal
Kolektor
Arteri

L.okal
Kolcktor
Arteri

l.okal
Kolektor
Arteri _

l.okal
Kolektor
Arteri

l.okal
Kolektor
Arteri

Lokal
Kolektor
Arteri

l.okal
Kolcktor
Arteri

l.okal
Kolektor
Arteri

»

5.000.00
7,500.00
10.000.00

5.600.00
8.400.00
11,200.00

1.740.00.

2.610.00
3.480.00

1.700.00
2.550.00
3.400.00

11.000.00
16.500.00
22.000.00

4.200.00
6.300.00
8.400.00

1.500.00

2.250.00 |

3.000.00

1,800.00
2.700.00
3.600.00

500.00
750.00
1.000.00

1.200.00
1.800.00
2.400.00

700.00
1,050.00
1.400.00

3.600.00
5.400.00
7.200.00

1,800.00
2.700.00
3.600.00

2.500.00
5.000.00
7.500.00

2.800.00
5.600.00
8.400.00

_870.00
1,740.00
2.610.00

850.00
1.700.00

2,550.00

\.
5.500.00
11,000.00

16.500.00 |

2.100.00
4.200.00

- 6.300.00

750.00
1.500.00
2.250.00

900.00
_1.800.00
2.700.00

250.00
500.00
750.00

600.00 |,

1,200.00
1.800.00

350.00
750.00
1,050.00

1.800.00
3.600.00
5.400.00

900.00
1.800.00
2.700.00

Buah
Buah
Buah

L

.2 Z

M
M
M
Buah

Buah
Buah

M3

M3
M3

M2




Lokal 2.200.00 1.100.00 M2
Kolektor. 3.300.00 2,200.00 M2
Arteri 4.400.00 3.300.00 M2
7. Jalan Aspal Lokal 660.00 330.00 M2
Kolektor 990.00 660.00 M2
Arteri 1.320.00 990.00 M2
8. Jalan Makadam Lokal 500.00 250.00 M2
Kolektor 750.00 500.00 M2
Arteri 1.000.00 750.00 M2
9. Lantai Rabat / Jemuran Lokal 600.00 300.00 M2
Kolektor 900.00 600.00 M2
Arteri 1.200.00 900.00 M2
10. Urugan Tanah Lokal 360.00 "180.00 M2
Kolektor 540.00 360.00 M2
Arteri 720.00 540.00 M2
11 Merobohkan Bangunan Lokal 500:00 250.00 M2
' Kolektor 750.00 500.00 M2
Arteri 1.000.00 750.00 M2
! 12. Penimbunan Bahan Bangunan Lokal 240.00 120.00 M2
Kolektor - 360.00 240.00 M2
Arteri 480.00 360.00 M2
. '3, Pembongkaran Lokal 500.00 250.00 M2
Kolektor 750,00 500.00 M2
* |Arteri 1.000.00 75000 | M2
14. Penghapusan Ljin Lokal 1.500.00 750.00 M2
Kolektor £2.250.00 1,500.00 M2
Arteri 3.000.00 3.250.00 M2
I5. Galian Tanah lL.okal 1.800.00 900.00 | M2
Kolektor. 2,700.00 1.800.00 M2 -
Arteri 3.600.00 2.700.00 M2
16. Pas Tiang Lokal 4.000.00 2,000.00 Buah
Kolektor 6.000.00 ~4,000.00 Buah
Arteri 8.000.00 6.000.00 Buah
V1] Plat Nomor ljin Mendirikan Bangunan Lokal - 10.000.00 10,000.00 BBuah
( Peneng) Koiektor - 10.000.00 | -10.000.00 Buah
Arteri 10.000.00 10.000.00 Buah

6. Duiker / Gorong - gorong




INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI
HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

—

Indeks kegiatan
Indcks kegiatan meliputi kegiatan :
a. Bangunan gedung

1) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00

2) Rchabilitasi / renovasi
a) Rusak sedang, sebesar 0,45
b) Rusak berat. sebesar 0,65 \ .
3) Pelestarian / pemugaran \
a) Pratama, sebesar .0.65 >~
b) Madya. sebesar 0.45
¢) Utama. sebesar 0,30

b. Bangunan non gedung
1) Pembangunan baru, sebesar 1,00

2) Rehabilitasi/renovasi

a) Rusak sedang, sebesar 0,45
b) Rusak berat. sebesar - ° 0,65
2. Indecks Parameter : ’

a  Bangunan gedung
1) Bangunan gedung diatas permukaan tanah
a) Indeks parameter fungsi banguran gedung ditetapkan untuk :
(1).  Fungsi hunian, sebesar 0.05 dan 0.50
i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi
rumah inti tnmbuh, rumah sederhana schat, dan rumah deret
sederhana; dan .
ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal
 Sederhana dan rumah deret sederhana; ' |
(2) Fungsi keagamaan, scbcsar 0,00 )
(3) TFungsi l.Baha. scbesar 3,00
(4) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
i. Indeks 0.00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, mecliputi
bangunan gedung kantor lembaga eksekutif.legeslatif, dan judikatif ;
1. Indeks_1.00 untuk liall]gu11zll1 gedung fungsi sosial dan budaya selain

bangunan milik Negara :

=



(5) Fungsi khusus, sei)esar 2,00
(6) Fungsi ganda/campuran. sebesar 4,00 -t

b) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masmg-mz\smg,

¢)

terhadap bobot scluruh parameter klasifikasi ditetapkan seongal berikut :
(1) Tingkat komplcksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat
teknologi dengan bobot 0,25 :

i. Sederhana 0,40

i. Tidak sederhana - 10,70

iii. Khusus ; : 1000
(2) Tingkat permanensi dengan bo.bot 0,20 : ' \

i. Darurat : sod 0,40

ii. Semi permanent 0,70

iti. Permanen ' 1,00

(3) Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15 :

i. Rendah 0,40
-ii. Sedang : 0,70,
ii. Tinggi 1,00
(4) ‘ Tingkat zonasi gempa/zonasi geologi lingkunan dengan bobot 0,15 ;.
i. Zona leluasa 0,40
ii. Zona kurang lcluasa 0,50
ili. cona tidak lelusa 0,70
iv. Zona tidak layak/kawasan Lumpur 1,00
(5) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10.:
i. Rendah - 0,40
ii. Sedang © 0,70 (5 lantai — 8 lantai)
iii. Tingkat ‘ 1,00 (lebih dari 8 lantai)

(6) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat Baﬁgunan
gedung dengan bobot 0,10 : St
_i. Rendah ' ' 0.40

ii. Sedang 0,70
ii. Tinggi v -~ 1,00

(7) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 :
i. Negara, yayasan , 0,40
Perorangan 0,70
ili. Badan usaha , 1.00

Indeks parameter waktu penggunaan hangunnn gedung ditetapkan untuk :

(1) Bangunan g,t.dun&, dcngan masa pcmanlaatan sementara jangka pendek

fo A A W T e e arth oA Aot R ']



Bangunan non gedung

1)

3)
4)

5)

(2) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatah sementara jangka Menengah
maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek Diberi indeks
scbesar 0,70 - _ '

(3) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun.
Diberi indeks sebesar 1,00

Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah

permukaan air, prasarana, dan sarana umum. Untuk Bangunan gedung, atau

bagian bangunan gedung ditetapkan indek Pengali tambahan sebesar 1,30 untuk
mendapatkan indeks terintegrasi. |

i .\-.

Indeks bangunan non gedung, penunjang bangunan gedung fungsi keagamaan,

serta bangunan gedung kantor milik‘NEgara ditetapkan sebesar 0,00.

~ Indeks bangunan non gedung penunjang bangunan fungsi hunian (rumah

tinggal. asrama, kost, flat kondominium dll) ditetapkan sebesar 1,00.

Indeks bangunan non gedung penunjang bangunan usaha (gudang/los kerja,

“kantor. tower/menara, tangki. siio dll) ditetapkan sebesar 1,00.

Indeks bangunan non gedung penunjang bangunan, gedung fungsi sosial budaya
bukan milik negara (yayasan, badan usana. perorangan) ditetapkan sebesar 0,70.

Untuk konetreligh eeomrnne bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan

- satuan, dapat ditetapkan dcngan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran
- Biaya scbesar 1,75 %. ’



TABEL PENETAPAN iNDEKS TERINTEGRASI
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI KLASIFIKASI WAKTU PENGGUNAAN
Parameter Indeks Parameter Bobot Parameter Indeks Parameter Indeks

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Hunian 0.05/05*) |[1. Kompleksitas 0,25 a. Sederhana 0,40 |1. Sementara jangka pendek 0,40

2. Keagamaan 0.00 b. Tidak sederhana 0.70 |2. Sementara jangka menengah {0,70

3. .Usaha 3.00 _ c. Khusus 1,00 3. Tetap 1.00
4 Sosial dan budaya {0,00/1,00**) |2. Permanensi 0,20 . |a. Darurat 0,40 .
5 Khusus 2,00 b. Semi permanen 0,70
6. Ganda/Campuran 4,00 : c. .Permanen 1.00
3. Resiko kebakaran 0.15 a. .Rendah 0,40
' b. Sedang . 0,70
A c. Tinggi 1,00
4. : 10,15 a. Zona leluasa 0,40
gzg; Sg'ig"ig:f:n;znas' b. -Zona kurang leluasa 0,50
c. Zona tidak leluasa 0,70
; d. Zona tidak layak/kawasan lumpur {1,00
5. Lokasi 0,10 |a. Renggang 0,40

¢ (kepadatan bangunan b. Sedang of70 .
gedung c. Padat 1,00
6. Ketinggian bangunan |0,10 a. Rendah 0,40
gedung b. Sedang 0,70
c. Tinggi 1,00
17. Kepemilikan 0,05 a. Negara/Yayasan 0,40
b. Perorangan 0,70
c. Badan usaha swasta 1,00
CATATAN: 1. ~)Indeks 0,05 untuk rumah tingéal; meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat. dan rumah deret sederhana

2. ") Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor Milik Negara, kecuali bangunan gedung melik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan.jasa usaha
3. Bangunan gedung. atau bagian gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan
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CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
UNTUK BANGUNAN |
(Angka-angka dalam kurung scsuai dengan Tabel Penetapan Indeks-L.ampiran 3)

JNIAN '
gal : 0.50 (1) 0.25x040=0.10 (1.a) Kompleksitas : Sederhana. 1,00 (3) Waktu Penggunaan : — Indeks Terintegrasi :
Fungsi 0.20x 1.00=0.20 (2.c) Permanensi : Permanen Tetap 0.50x 0.610x 1,00 =
hunian 0.13x0.70=0.105 (3.b)  Resiko kebakaran : sedang ; 0.305
0,15x0,40=0,06 (4.c) Zona gempa : Zona lll/sedang '
0.10x 0,70 = 0.07 (3.b) Lokasi : sedang
0.10 x 0.40 = 0.04 (6.a) Ketinggian bangunan : rendah
0.05 x 0,07 =0.035 (7.b) + Kepemilikan : perorangan
0.610 2l
-AGAMAAN : i
0.00 (2) 0.25x0.70=0.175 (1.b)  Kompleksitas : tidakSederhana. 1.00 (3) Waktu Penggunaan : — Indeks Terintegrasi :
Fungsi 0.20x 1,00=0.20 (2.¢c) - Permanénsi : Permanen ' Tetap .. 000x0,670x 1.00=
keagamaan 0.15 x 0,40 = 0.06 (3.a) Resiko kebakaran : rendah 0,00
0,15 x0,50=10,075 (4.d) Zona gempa ; Zona IV/sedang , '
0.10x0,10=0,10 (5.¢) Lokasi : padat v
0,10x 0,4u=0,04 . 16.a) Ketinggian bangunan : rendah
0.05 x 0,40 =0.02 (7.a) + Kepemilikan : yavasan
0,670 '
AHA
0,50 (3) 0,25x1,00=0,25 (l.c) Kompleksitas : khusus. 1,00 (3) Waktu Penggunaan : — Indeks Terintegrasi :
Fungsi 0.20x 1,00=0,20 (2.c) Permanensi : Permanen Tetap 3.00x0.88x1,00=
hunian 0.15x 1,00=0,15 (3.c)  Resiko kebakaran : tinggi 2.64

0,15 x 0,40 =0,06 (4.c)  Zona gempa ; Zona IIl/sedang
0,10x1,00=0,10 (3.c) Lokasi : padat

0,10 x 0,70 = 0,07 (6.b) Ketinggian bangunan : sedang /x' '
0.05 x 1,00 =0.05 (7.c) + Kepemilikan : badan usaha swasta ,

0.38
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)SIAL DAN

>camatan.

SLTA)

kit

0.00 (4)
Fungsi
Sosial dan
budaya

1.00(5)
Fungsi
Sosial dan
budaya

1,00 (4)
Fungsi

. Sosial dan

budaya

0.25x0,70=0.175 "

0.20x 1,00 =020
0.15x0.70 = 0.105
0.15 x 0,70 = 0.105
0,10 x 0,40 = 0.04
0.10 x 0,40 = 0.04
0.05 x 0,40 = 0.02

“(1.b)

(2.¢)
(3.b)
(4.¢)
(3.a)
(6.a)
(7.a)

0.685

0.25x0,70=0.175
0.20x 1,00 =0.20
0.15 x 0,40 =0.06
0.15 x 0.50 =0.075
0,10 x 0,70 = 0,07
0.10x 0,04 = 0,04
0.05 x 0,02 = 0,02

(1.b)
(2.c)

-(3.a)
(4.d)

(5.b)
(6.2)
(7.a)

0.54

0,25 x 1,00=10.25
0,20 x 1,00=10,20

0.15x 0,70 = 0,105

0.15x 0,70 =0.105
0,10 x 0,70 = 0,07
0.10x 0,70 = 0,07
0.05 x 0,40 = 0,05

(1.0)
(2c)
(3.b)
(4.b)
(5.b)
(6.b)

0,82

+

+

(7¢c) + Kepem'flTKan : Yayasan

Kompleksitas : tidakSederhana. 1.00 (3) Waktu Penggunaan : — Indeks Terintegrasi : .-

Permanensi : Permanen Tetap 0,00 x 0,685 x 1,00 =
Resiko kebakaran : sedang : 0,00

Zona gempa : Zona V/kuat

Lokasi : sedang

Ketinggian bangunan : rendah

Kepemilikan : Negara

Kompleksitas : tidakSederhana. 1,00 (3) Waktu Penggunaai : — Indeks Terintegrasi :
Permanensi : Permanen Tetap 1,00 x 0,54 x 1,00 =
Resiko kebakaran : rendah A 0.54 :
Zona gempa : Zona [V/sedang
Lokasi : sedang

Ketinggian bangunan : rendah
Kepemilikan : Negara v

'1,00 (3) Waktu Penggunaan : — Indeks Terintegrasi : .
Tetap 1,00 x 0,85 x 1,00 = 0,82
(lihat contoh lampiran 8)

Kompleksitas : khusus.
Permanensi : Permanen
Resiko kebakaran : sedang
Zona gempa ; Zona V/kuat
Lokasi : sedang

_Ketinggian bangunan : rendah
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5 1.00 (4)
Fungsi
Sosial dan
budaya

IUSUS

:dung 2.00¢3)

vak pelumas Fungsi -

' Khusus

MPURAN |

artemen- 4.00 (6)

ping ‘ Fungsi

ri hal! ganda

‘Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan uumlah lantai/ketinggian daiam | kavling/ persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.
Jumlah lantai | unit bangunan gedung vang mempunyai bagian-bagian (wing) dengan perbedaan jumlahlantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

0.25x 040 =0.10
0.20 x 1.00 =0.20
0,15 x 0.40 = 0.06
0,15 x 0,40 = 0.06
0.10x 1,00 =0.10

0.10'x 0.40 = 0.04 -
0,05 x0.40 = 0,02

(l.a)
(2.0)
(3.a)
(4.¢)
(3.0)
(6.a)
(7.a)

0.58

0,25 x 1,00 = 0.23
0,20 x 1.00=0.20
0,15 x 1,00=0.15
0,15x0,20=0.03

0,15 x 0.40 = 0.06

0,10 x.0,40 = 0.04
0,05 x 1.00 = 0.05

(l.o)
(2.c)

T (3.¢)

(+4.b)
(3.a)
(6.a)

0.78

0,25 x 1,00 =0.25
0,20 x 1,00 = 0.20
0,15x 1,00=0.15

0,15 x 0.40 = 0.06

0,10 x 1.00 =0.10
0,10 x 1,00 =0.10
0.05 x 1.00 = 0.05

(7.¢)

(l.c)

(2.¢)

(3.¢).

Hc)

“(3.¢)

(6.c)

Kompleksitas : Sederhana.
Permanensi : Permanen

Resiko kebakaran : rendah _
Zona gempa : Zona lll/sedang
l.okasi : padat

Ketinggian bangunan : rendah

+ Kepemilikan : Negara

Komplchsitas - Khusus.
Permanensi : Permanen

Resiko kebakaran : tinggi

Zona gempa : Zona [I/minor
Lokasi : renggang

Ketinggian bangunan : rendah
Kepemilikan : badan usaha swasta

Kompleksitas : khusus.
Permanensi : Permanen
Resiko kebakarar: : tinggi
Zona gempa : Zona lll/sedang
Lokasi : padat ’
Ketinggian bangunan : tinggi

(7.c) = Kepemilikan : swasta

091

-
——

Tetap:,

1.00 (3) Waktu Penggunaan : — Indeks Terintegrasi :

"1.00x0.58x 1.00 =
0.58

1.00 (3) Waktu Penggunaan - — Indeks Terintegrasi

Tetap

2.00x0.78 x 1.00 =
1.56 =

1.00 (3) Waktu Penggunaan : — Indeks Terintegrasi :

Tetao
(4

0.00 x 0,685 x 1,00 =
0.00



CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB :

1. Data Bangunan :
~ Rumah Tinggal tidak bertingkat . milik peorangan, terletak ditepi jalan lokal sekunder
l.uas- 100 m2

P. tembok. 24 m2
P. besi NS SO pf 1P
Sal. Air o 21.m2
JI. Rabat 22 15m2 - , N ‘ §”
Urug.tanah  : 200 m2 i
Sumur/sept @ 2 buah

a. perhitungan indeks terintegrasi (It) .
Rer : o\

No. [JENISINDEKS = ' 270 ] INDEKS
1. | Fungsi Gedung Hunian .~ R [REE S KR
2. | Waktu penggunaan tetap ' - 1,00
3. | a. Sederhana (1a) 0,25x04=0,1 '
' b. Permanen (2¢) - 0.20x 1.0=0,2
¢. Resiko Kebakaran sedang (3b) 0,15x0.7=0,11
d. Zonasi geologi lingk. leluasa (4a) | 0,15 x C.4 = 0,06
¢. Lokasi kepadatan sedang (5b) 0,10x0,7=0,07
f. Ketinggian bangunan rendah (6a) | 0,10 x 0,4 = 0,04
. Kepemilikan perorangan (7b) -~ | 0,05 x 0,7 = 0,04
. ' =062 .. 10,62

“Indeks terintregasi = 0.5 x 1.00x 0.62 =0.31
Indeks Kegiatan Bangunan = 1,00 ( Bang. Baru)
Indeks bang. Non gedung = = 1.00 ( penunjang hunian )

b. Perhitungan retribusi IMB gL 5
- 1. a. Bangunan Gedung = =100x0,31x1,00 xRp.3.500,- , = Rp. 108.500,- .
b. Bangunan Non Gedung - ' ‘

- Pagar Tembok = 24x1,00x1,00 x Rp. 870,- = Rp. 20.880.-

- Pagar Besi = 12x1,00x1.00 x Rp. 600.- = Rp.  7.200.-

- Saluran Air = 21x1,00x1,.00 x Rp. 850,- = Rp. 17.850.-

- Jalan Rabat = 15%1,00x1.00 x Rp. 870,- = Rp. 4.500.-

- Urugan Tanah - = 200x1,00x1.00xRp. 180.- = Rp. 36.000.-

- Sumur resapan/sept - = 2bhx1,00x1,00xRp.5.500,- = Rp. 11.000.-
Jumlah = Rp. 205.930.-

2. Retribusi administrasi IMB = Rp. 10.000,-
3. Retribusi penyediaan formulir = Rp.  5.000.-
4. Biaya peneng ( | buah ) = Rp.  5.000.-

Total Retribusi IMB = Rp. 225.930,-



CONTOH PERHITUNGAN Rlﬂ'l-‘RlBUSl IMB:

2. Data Bangunan : .
Los Kerja Industri Cat dan Tinner milik Badan Usaha Swasta, terletak ditepi jalan
Arteri Primer '

L.uas : 1000 m2
P. tembok. ;100 m2
P. besi: t . 50 m2
Sal. Air, : 150 m2
JI. Rabat - 500 m2
Urug.tanah ~ : 2000 m2 :
- Sumur/sept @ 4 buah
Pondasi Strous : 20 buah :
\
a. perhitungan indeks terintegrasi (1t ) &
No. JENIS INDEKS INDEKS
1. | Fungsi Gedung Usaha 3,00 -
2. | Waktu penggunaan tetap 1,00
3. |a Khusus (lc) 0,25 x 1,00 = 0,25
- b. Permanen (2¢) 0.20 x 1,00 = 0,20
c. Resiko Kebakaran tinggi (3¢) 0,15 x 1,00 =0,15
| d. Zona geologi lingk.leluasa(4a) | 0,15x 0,4 =0,06
| e. Lokasi kepadatan sedang (Sb) 0,10x 0,7 =0,07
f. Ketinggian bangunan rendah (6a) | 0,10 x 0,4 =0,04
: g. Kepemilikan perorangan (7c) 0,05 x 1,00 = 0,05 .
' . "a. 0 Y =082 0,82
- Indeks terintregasi = 3.00x 1.00 x 0.82'=2,46
Indeks Bangunan = 1.00 ( Bang. Baru)
Indeks bang. non gedung = 1,00 (penunjang usaha) E
b. Perhitungan retribusi IMB
1. a. Bangunan Gedung =1000x2.46 x1,00xRp. 24.000,- = Rp. 59.040.000.-
b. Bangunan No.-Geaung Sea 8
- Pagar Tembok = 100 x1.00x1,00xRp. 3.480,- = Rp. 348.000,-
- Pagar Besi = 50 x1.00x1,00xRp. 2.400,-,-= Rp. 120.000,-
- Saluran Air = 150 x1.00x1,00xRp. 3.400,- = Rp. 510.000,-
- Jalan Rabat ~*= 500 x1,00x1,00xRp. 1.200,- = Rp. 600.000,-
- Urugan Tanah = 2000x1.00x1,00xRp. 720,- = Rp. 1.440.000,-
" - Sumur resapan/sept = 4 bh x1.00x1,00xRp. 22.000,-= Rp. - 88.000,-
- Pondasi straus = 20bhx1.00x1,00xRp. 10.000,-= Rp. 200.000.-
Jumlah = Rp. 62.346.000,-
2. Retribusi administrasi IMB = Rp. 10.000,-
3. Retribusi penyediaan formulir : = Rp. 5.000,-
4. Biaya peneng ( | buah ) a = Rp. 5.000.-
Total Retribusi IMB = Rp. 62.266.000,-




TABEL GARIS SEMPADAN PAGAR (GSP) DAN GARIS SEMPADAN TERITIS (GST)
DALAM METER (m)

FUNGSI JALAN ARTERI JALAN KOLEKTOR JALAN LLOKAL : JALAN =
BANGUNAN PRIMER SEKUNDER PRIMER SEKUNDER PRIMER SEKUNDER SETAPAK

» GSP GST GSP GST | GSP | GST | GSP GST GSP GST GSP GST GSP GST
NTAN ' '
Rumah 15 20 15 20 10 15 10 15 6 10 4 8 25° 5
Asrama / Tempat Kost / Rumah Susun 5 20 15 20 10 | 15 10 15 6 10 4 10 25 5
~lat / Kondominium 30 15 25 10 20 10 20 - - - - -
HA
>erkantoran. Pertokoan. Restoran, Perhotelan, | 13 25 15 25 10 . 20 10 20 6 16 4 10 235 10
sShow Room. Bioskop. Apotik. ) . .
Service. Bengkel. 13 - 30 15 30 10 20. 10 20 6 16 4 10 25 10
ndustri. Gudang 15 40 15 40 10 30 10 30 6 25 4 .25 25 20
SFBU 13 30 13 30 10 20 - 10 20 6 16 4 10 - -
JM : :
sekolah. Poliklinik. Rumah Bersalin 15 25 15 25 10 20 10 20 6 16 4 10 2.5 8
Rumah Ibadah 15 25 15 | 25 10 20 10 20 6 16 4 10 2.5 8
Rumah Sakit 15 30 15 1 30 10 20 10 20 6 16 4 10 - -
{all, Gallery, Gedung Pameran dan sejenisnya| 15 30 15 30 10 20 10 20 6 16 4 10 - -
| HUNIAN : ’ v :
fower / Menara 15 15+13T 15 1I5+1/3T 10 10+1/3T 10 10+ 1/3T 6 6+13T 4 4+1/3T 2.5 25+1/3
volam Renang / Terminal 15 25 15 25 10 20 10 20 6 16 4 10 " 255 8
’apan Merk / Reklame / Halte Bus/MPU 15 >15 15 >15 10 >10 10 >10 6 >6 4 >4 2.5 >2.5
GUNAN KHUSUS 15 * 15 " 10 ¥ 10 . 6 *. 4 * 235 *

3SP & GST diukur dari as jalan;

alan kawasan khusus dan lingkungan daerah sempadan tertutup diatur lebih lanjut oleh Bupati;
Intuk sempadan teritis (GST) tower dihitung berdasarkan panjang GSP ditambah 1/3 dari ketinggian tower;

intuk garis seipadan teritis (GST) bangunan khusus ditetapkan tersendiri oleh Bupati dengan pertimbangan-pertimbangan dari para ahli yang membidangi.

-

v
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